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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 

 

1. Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Pemberatanadalah bahwa penyidik Polsek Garut harus dapat berkoordinasi 

dengan unit ruang POLRESTABES Bandung, jika kasus ABH 1 dan ABH 

2 tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, maka 

Polisi Sektor Garut  harus dapat menerapkan sejak awal penyidikan 

tentangpendekatan diversi  jika perkaranya sulit dengan range usia 12 

tahun kebawah dapat di kembalikan pada orang tua dan atau dilimpahkan 

kePLRESTABES Bandung atau POLDA JABAR 

2. Upaya Hukum Tersangka Anak Dalam Penyidikan dan Penahanannya 

Tidak Sesuai Prosedur Diversi.Upaya Hukum setelah adanya sidang 

putusan sela, maka merupakan hak ABH 1 dan ABH 2 untuk melakukan 

Upaya Banding, seharusnya advokasi akan lebih baik dilakukan ketika 

anak berada dalam masa tahanan kepolisian, dan tahanan kejaksaan 

dengan batas waktu 21 hari kerja. 

B. Saran. 

1. Prosedur SOP POLRI Tentang Penetapan Diversi Pada jenis tindak pidana 

anak, seyogyanya harus didukung oleh keterpaduan (integrated) dengan 

sistem manajemen  Sumber Daya Manusia POLRI mulai di tingkat Polsek, 

dan di harapkan menjadi suatu budaya kerja POLRI yang menjunjung 

Profesionalisme dalam penyidikan pada anak. 
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2. Upaya meiasi akan lebih baik jika dilakukan pihak aparat kepolisian 

Polsek Garut dan keluarga korban dan keluarga tersangka. Adapun proses 

peradilan mediasi musyawarah diversi merupakan media praperadilan 

untuk menemukan keadilan formil. 
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